
 
 

BUPATI PESISIR SELATAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 
NOMOR    48    TAHUN 2024 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR SELATAN, 
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan 

keuangan daerah untuk mewujudkan tertib administrasi dan 

penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 
mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan dilaksanakan secara sistematis; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Bupati; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah;  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana 
telah beberapa kali dibah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Sarolangun-Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 

P{rovinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
Nomor 242); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ABPD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibiltas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
keuangan Daerah pada umumnya.  

 

Pasal 2 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari : 
a. sistem dan prosedur pengelola keuangan; 

b. sistem dan prosedur Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara; 

c. sistem dan prosedur RKA SKPD; 

d. sistem dan prosedur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 
e. sistem dan prosedur penetapan APBD; 



f. sistem dan prosedur Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD; 

g. sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan belanja; 
h. sistem dan prosedur laporan realisasi semester pertama APBD; 

i. sistem dan prosedur perubahan APBD; 
j. sistem dan prosedur pergeseran APBD; 

k. sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang 
melampaui tahun anggaran; 

l. sistem dan prosedur pendanaan keadaan darurat; 

m. sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan pelaporan 

serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga; 
n. sistem dan prosedur pelaporan keuangan; dan  

o. sistem dan prosedur penyusunan dan pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

(3) Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan 

Nomor 120 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 160), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan. 

 
  Ditetapkan di Painan 

Pada tanggal    12   Desember 2024 
BUPATI PESISIR SELATAN, 

 

ttd 

 

RUSMA YUL ANWAR 

 

Diundangkan di Painan 
Pada tanggal  12    Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 
 

ttd 
 

 
MAWARDI ROSKA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 48 

 


